REVISI PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 01 TAHUN 2010 TANGGAL 20 JANUARI 2010

NOMOR (3 TAHUN 2010

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2010

WALIKOTA PAGAR ALAM,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 160 tentang pergeseran Anggaran
dan peraturan Walikota Pagar Alam No:05 tahun 2010 tentang sistem dan
prosedur pengelolaan keuangan daerah kota pagar alam pada point E yang
mengatur perubahan dan pergeseran Anggaran

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar
Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88);

. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4048);

. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3851);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4400);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lemabran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416); sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
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Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
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Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 05 tahun 2010 tentang sistem dan
prosedur pengelolaan keuangan Daerah Kota Pagar Alam

Surat Ketua DPRD Kota Pagar Alam Nomor:170/69/DPRD-KPA/2010
tanggal 23 Juli 2010 perihal persetujuan pergeseran Anggaran APBD tahun
2010.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  REVISI PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 01 TAHUN
2010 TANGGAL 20 JANUARI 2010

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 terdiri atas :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah ................... Rp. 12.502.000.000,-
b. Dana Perimbangan..........cccccecuveeunen. Rp. 345.950.225.882,-
c. Lain-lain Pendapatan yang sah......... Rp. 50.035.601.918.-
Jumlah Pendapatan ..........ccccceeeeeriieiiieniiinicniinieiiiciecnccen Rp. 408.487.827.800,-

2. Belanja:

a. Belanja Tidak Langsung :

1) Belanja Pegawai.......cccccceeuuennee. Rp. 140.568.714.000,-
2] Belanja Hibah. ... Rp. 2.115.700.000,-
3) Belanja Bantuan Sosial............... Rp. 1.127.645.000,-
4) Belanja Tidak Terduga............... Rp. 1.250.000.000.-

Rp. 145.062.059.000,-
b. Belanja Langsung :

1) Belanja Pegawai.........ccccuueuuueee. Rp. 24.695.916.500,-
2) Belanja Barang dan Jasa............. Rp. 97.809.844.044,-
3) Belanja Modal ...coommommssasonsssinss Rp. 128.059.034.456.-

Rp. 250.564.795.000,-
Jumlah Belamia .. eoeeccormesanesre masas ounennooonssnsonisiediinissinsnsasss sssevimses s Rp. 395.626.854.000,-
(SUIPIUS ) coriireieeieeieeieet ettt Rp. 12.860.973.800,-

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan..........ccccvvvevviiiiiiinninnnns Rp. 12.488.332.621,-
[ 7 <N R ————— Rp. 25.349.306.421.-
Jiinlah Pembiayaan Nettn ...omwsemmsasssssssamisssmnssssensossss Rp. (12.860.973.800 ,-)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan............cc....... Rp NIHIL
Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I
Peraturan Walikota ini.



Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II
Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Walikota Pagar Alam.

Pasal S5
Pelaksanaan Penjabaran Perubahan/Pergeseran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan
lebih lanjut dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun Anggaran 2010.

Pasal 6

Peraturan Walikota Pagar Alam ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita
Daerah.

Ditetapkan di Pagar Alam.
pada tahun 2 /, Agustus 2010

WALIKOTA PAGAR ALAM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah H. DJAZULI KURIS
Kota Pagar Alam
Nomor Tanggal Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH,
KOTA PAGAR ALAM

dto

DRS. H.A.FACRI,MM
LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2010 NOMOR .../7...... SERI ... A............



